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Pertanian Indonesian Dalam Pentndingan Aluran Perdagangan fnternasionat

Periaitian Indonesia dalant perundingan aturan
perdagangan international
Hasri Azahaii dan
fskaBdar Parajaitaiz'
It is a paradox thai Indonesian agriculture would prefer
a market oriented condition to enhance its economic
performance but at the same time it requires at
significant degree of Government intervention to
maintain its economic and non economic goats to face
with economic globalization. The existence of market
imperfection as an argument of government intervention
on agriculture has been an economic characteristic of
agriculture of developing countries and it is being
worsened by biased trade policies applied by developed
countries. By realizing its unfaded
importance,
Indonesia should see the paradox and consider it when
making position for negotiations on market liberalization
of agriculture.

Pembahasan posisi sektor pertanian Indonesia dalam isu-isu
perdagangan mternasionai menjadi relevan dengan aiasan-alasan
diuraikan di bawah ini. Pertanian masih merupakan sektor utama
dalam perekonomian Indonesia sehingga overview tentang perannya
daiam ekonomi Indonesia dapat membantu pernbaca untuk
menyimpulkan bahwa perubahan eksternal pertanian menjadi faktor
penentu kinerja pertanian Indonesia.

1 Staf Ahli Menteri Pertanian di Departemen Pertanian dan Staf
Departemen Pertanian. Keduanya adalah anggota eksekutif di Institute on
Agriculture and Trade Diplomacy (InTrAD)
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Isu pertanian inerupakan isu utama dalam perundingan
pengaturan perdagangan intemasonai baik pada tingkat multilateral
maupun pada tingkat regional atau bilateral. Saat ini, perundingan
reformasi aturan perdagangan sedang berjalaa alot dalam tingkat
multilateral dan diantara isu-isu yang dibahas pertanian rnenjadi
batu sandungan {stumbling block) bagi kesepakatan keseluruban isu.
Deinikian juga pada tatanan regional dan bilateral, perundingan
Hberalisasi preferensial sektor pertanian sering menjadi isu yang
sensitif yang dapat raenyulitkan pencapaian kesepakatan.
Tujuan penulisan makalah ini adalah rnernbahas alasan-aiasan
di atas, rnenjelaskan situasi dan posisi Indonesia dalam perundingan
aturan perdagangan internasional serta tantangan pertanian
Indonesia dalam era liberalisasi perdagangan internasional. Guna
pencapaian tujuan-tujuan tersebut, pembahasan berikut akan
meliputi pokok-pokok yaitu selayang pandang (overview) peran
pertanian dalam perekonornian Indonesia. Selanjumya, akan
dipresentasikan aturan-aturan perdagangan multilateral bidang
pertanian serta perkembangan reformasinya. Di dalamnya juga akan
dipresentasikan posisi Indonesia dalam perundingan perumusan
aturan perdagangan. Paper juga akan rnenibahas usaha-usaha
liberalisasi perdagangan tingkat non-multilateral dalam bidang
pertanian di Indonesia. Akbirnya, tulisan ini akan membahas
kebijakan yang perlu dirumuskan dalam rangka pemanfaatan
potensi positif dari pasar internasional yang semakin terbuka.
II. Peran pertanian dalam ekonoml Indonesia
Di tengah perubahan struktur ekonorai Indonesia, pertanian
tetap rnemainkan peran yang penting dan ini dapat diterangkan
posisinya dalam pendekatan sebagai sektor pasif yang
menyurnbangkan niasukan (input) bagi sektor ekonomi iainnya
maupun dalam hal hubungan saling keterkaitan (mterlinkages)
dengan sektor-sektor tersebut. Pemahaman tentang posisi ini perlu
diketahui seiring dengan persepsi babwa sektor pertanian
rnengalami penunman peran yang didasarkan pada ukuran
(measures) yaitu berkurangnya kontribusi keluaran (output)

Indonesian Journal of International Law

Pertanian Indonesian Dalam Pentndingan Atumn Perdagangan fnternasionat

pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) total Indonesia
ajkhir-akhir ini. Jika pada 1960-an kontribusi sektor pertanian adaiah
sekitar 55% dari nilai PDB total, pada periode 2001-2004 niiai
tersebut rnenjadi sekitar 15% pada harga konstan pada 2000. Nilai
itu sendiri sebenamya raasih menunjukkan tingkat penting
posisinya dalam perekonoinian dan penurunan itu sendiri
memmjukkan adanya perubahan struktur ekonomi (economic
structural change) Indonesia, seiring dengan berkernbangnya
sektor-sektor lain, seperti manufaktur dan jasa. Peran konternporer
pertanian Indonesia akan terlihat nyata jika dikaji dengan
pendekaiau koinprehensif seperti tersebut di atas. Mengaca pada
perkembangan ekonomi negara-negara rnaju, negara berkembang
akan sulit membuat basis bagi pertumbuhan dan perkembangan
ekonominya jika tidak mencapai surplus pangan pada jangka
panjang.
Peran pasif pertanian Indonesia dapat digambarkan dad model
Kuznet-Mellor bahwa pertama, pertanian Indonesia menyumbangkan produk-produknya sebagai bahan pangan dan bahan
mentah bagi industrt domestik. Waiaupun ada kenaikkan yang nyata
dari produk-produk impor, produksi domestik produk-produk
pertanian tetap merupakan pemasok utama bahan pangan dan bahan
baku industn. Selanjutaya, sumbangan tenaga kerja merupakan
anocnalt perubahan strukUir ekonomi Indonesia ditandai dengan
perubahan yang kecil dari perannya sebagai penyedia lapangan
kerja dimana sekitar 40% tenaga kerja total berada dtsektor
pertanian selama periode 2001-2005. Dengan jumlah ini, pertauian
merupakan sektor penyangga utama penyerap tenaga kerja di tengah
tingkat perkembangan sektor lain yang pesat namun tidak diikuti
dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Kemudian, pertanian
berperan nyata dalam penyediaan mata uang asing (foreign
currencies) yang penting terutama dalam pernbetian modal kerja
(working capital) serta stabitisasi rnoneter. Hal ini didapat melalui
kegiatan ekspor produk pertanian yang aienyumbang sekitar 18%
dari total ekspor Indonesia pada 2005. Komoditas ekspor utama
yang bernilai 85% dari nilai total sektor pertanian adaiah kopi,
rernpah-rempab, minyak sawit, kakao, dan karet. Peran ini tennasuk
Qielalui penghematan penggunaan mata uang asing rnelalui
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pengaturan impor melalui penyediaan produk-produk pettanian
secara domestik.
Selain pendekatan tradisional di atas, peran pertanian
Indonesia dapat juga dilihat dan antarhubungan dengan sektor lain
(multilateral or intersectoral analysis). Kajian menunjukkan
superioritas pertanian dalain hal produksi, pendapatan dan tenaga
kerja terutama jika ukuran sektor pertanian rnenjadi pertimbangan
(lihat Tabel 1). Hal ini berarti setiap perubahan baik pertanian
maupun ekonomi keseiuruhan akan saling berpengaruh dengan
nyata satu satna lain.
Table 1. Hubungan antar sector pada elsoftoms Si&donesis tshsm 199&
Forward

Income

Employment

linkages

multipliers

multipliers

4

1

\

10

2

Penggilingan padi

30

26

17

Industri/ rnesin

15

31

32

Restoran & hotel

25

10

26

Perumahan

11

9

33

Sektor
Tanarnan pangan

Keterangan:
. 1. Oihitung dengan model input-output untuk 33 sektor dan angka menunjukkan
Ranking
2. Sumben Azahari & Panjaitan (2007)

Peran pertanian juga dapat dijelaskan melalui sumbangannya
terhadap pertumbuhan ekonomi bukan melalui proses pasar narnun
melalui produktivitas faktor produksi (total factor productivity.
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TFP). Panjaitan (2001) menunjukkan bahwa sejak 1968 sampai
1997, pertanian berkontribusi positif pada kenaikkan produktivias
ekonomi sebesar 1.7 % setiap kenaikkan produktifitasnya sebesar

l%.2
Guna meiengkapi informasi peran pertanian, postsi
strategisnya dapat ditinjau dari fungsi non ekonomi seperti
lingkungan, sosial, budaya, politik dan keaznanan. Sebagai contoh,
pertanian naenjadi sangat knisial saat ini dt tengah kerusakan
Jingkungan akibat usaha-usaha pembangunan, diantaranya sebagai
penangkap air serta kontrol terhadap aliran permukaan air tanah.

ill. Pertaniara dalam Ketrijaic&R Perdagangan Intcrnasiossl
A. Paradoks dalam etRsnfaatais aturan multilateral
Pacadoks mungkin kata yang tepat menggambarkan posisl
pertanian dalam keterbukaan pasar internasional. Potensi sistem
ekonomi yang berbasiskan pasar sudah bukan menjadi debat dengan
pandangan yang nielebar (divergent}. Baik teori postulat maupun
empiris. mendukung ekonomi yang berbasiskan pasar (baca
perdagangan internasional}, nienikmati peningkatan kesejateraan
(welfare), dan pandangan ini ttdak meiakukan dtskriniinasi pada
ekonomi manapun.3
Menyadari potensi tersebut, negara-negara sepakat untuk
mendukung pembukaaa pasar (baca liberalisasi ekonomi} dengan
pembentukaa keietubagaan dengan aturan-aturan (rules) yang
mengatur sistem perdagangan dan keuangan internasionai yang
2 Total Factor Productivity (TFP) dihitung dengan mcnggunakan Fungsi
Produksi Q=R ^K,L) dimana R mewakili TFP. R diasumsikan merupakan
resultante dari tingkat pertumbuhsn pertanian (A), pertumbuhan ekspor (X) dan
tingkat inflasi (P), dan model yang diusulkan Hwa (1983) adalah sebagai berikut:

Y =aK+0L+rA+&X + riP+i:
3 Cina, Rusia, Vietnam atau negata-negara Eropa Timur, yang merupakan
pendukung fanatik sistem ekonomi non-pasar, mulai inemodiflkasinya untuk
lebih berorientasF. pasar,
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dikoordinasi oleh organisasi-organisasi multilateral seperti IMF,
World Bank dan WTO.4 Kelahiran badan-badan ini tentu saja pada
inulanya disambut dengan penub harapan untuk pencapaian
tujuannya rnelalui pendisplinan multilateral yang menjamin
keadilan dalarn kegiatan ekonoini internasional.
Sayangnya, tidak banyak negara yang dapat memanfaatkan
aturan-aturan dalarn Sistem tersebut untuk kepentingan ekonomi
mereka dan bahkah diariggap aturan-aturan tersebut telah
memperlemah kinerjanya. Narnun, kritik terhadap Sistem ini sering
berlebihan dengan pengajuan pertanyaan tentang esensi liberalises*
ekonomi daripada pertanyaan tentang kelengkapan (termasuk
keadilan yang diakibatkan dan kemampuan menjalankan) aturanaturan yang ada (existing rules) terutama jabarannya (modality).
Situasi ini juga merupakan isu pada aturan-aturan - Hberalisasi
perdagangan internasional pada sektor pertanian baik multilateral
maupun turunannya pada tingkat preferensial.
B. Liberalisasi perdagangan sektor pertanian
B.I, Kesepakatan Multilateral Aturan Perdagangan Internasional
Kesepakatan Uruguay Bidang Pertanian (Uruguay Round
Agreement on Agriculture-VRAA) 19945 boleh dianggap sebagai
tonggak penting pendisiplinan kebijakan perdagangan internasional
bidang pertanian. Pertama, sejak disepakatinya agenda -liberalisasi
perdagangan melalui kerangka GATT 1948,'Putaran Uruguay
merupakan putaran yang memiliki agenda jelas dan komprehensif
tentang Hberalisasi perdagangan sektor pertanian. Kedua, pertanian
merupakan sektor ekonomi yang sangat terdiskriminasi, baik
4 Organisasi multilateral
ini pada rnuianya dibentuk berdasarkan
kesepakatan Bretton Woods (Bretton Woods Agreements) 1944, dikenal sebagai
Bretton Woods System, yang mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi,
pengentasan kemtskinan, serta penguatan stabilitas keuangan internasional.
5 Kesepakatan ini dibuat bersamaan dengan disepakatinya pembentukan
Lembaga Perdagangan Internasional (World Trade Organization atau WTO) pada
1994 di Marakesh, sebagai final isasi Putaran Uruguay (Uruguay Round), General
Agreement on Tariff and Trade (GATT). Indonesia meratiOkasi keanggotaannya
dalain WTO pada 1995, melalui UU No.7 tahun 1994
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antarsektor dalatn suatu ekonomi inaupun antarekonomi, meialui
kebijakan perdagangan. Kebijakan relokasi sumberdaya yang
mempromosi sektor-sektor lain telah dibuktikan secara ernpiris
menekan kinerja pertanian,6
URAA yang terdiri dari 21 Artikel dan 5 Lampiran dapat
dijetaskan dengan pengelompokkan dalatn tiga area atau dikenal
sebagi tiga pitar yaitu Akses Pasar (Market Access) pada Artikel 4,
Bantuan Domestik (Domestic Support) pada Artikel 5, dan
Kotnpetisi Ekspor (Export Competition) pada Artikel 8, Sketna
umum dari komitmen pada Akses Pasar adalah rnengkonversi
seluruh ukuran non-tarif inenjadi tarif pada tingkat yang sama
(equivalent tariffs)
yang dikenal sebagai proses tarifikasi
(tariffication). Seianjutaya, seluruh tarif produk pertanian diikat
(bound tariff) baik dalani bentuk ad valorem, spesifik atau
campuraii untuk berikutnya dikurangi/ dipotong dengan jadual
tertentu sesuai dengan kelompok negara.7
Pada Akses Pasar, selain tariSkasi dan pemotongan tarif juga
diatur kebijakan tariff rate quotas (TRQs) untuk nienjamin akses
minimal pada produk dengan tarif tinggi serta alat perlindungan
domestik dari serbuan itnpor serta perubahan harga yang besar
akibat perdagangan yang dikenal sebagai Special Safeguards (SSG).
Pada pUar kedua, Bantuan Domestik, URAA mewajibkan
anggota untuk menguraugt subsidi domestik yang dikategorikan
sebagi rnendistorsi perd^angan dan produksi. Bantuan domestik
diukur dengan yang disebut Aggregate Measurement Support

6 Fanjattan (2004) metnbahas kajian empiris dampak negatif kebijakan
pcrnbsngunan dan perdagangan nastQEiaE Indonesia terhadap kinerja pertanian
untuk kasus Endonesia.
7 Negara maju dengan tingkat pemotongan rata-rata 36 % pada periode
1995-2000 dan negara berkernbang dengan tingkat 24 % pada periode i 995-2004
8 Subsidi domestik (Domestic Subsidies) dikelompokkan mcnjadi tiga
kotak. (Boxes), yaitu Amber box sebagai kelompok yang mendistorsi
perdagangan; Blue box yaitu pembayaran langsung (direct payments} ke pctani
dan dianggap kurang mendistorsi perdagangan; serta Green box sebagai
kelompok yang tidak mendistorsi perdagangan seperti dana untuk penelttian, jasa
infrastruktur, dan Iain-fain.
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(AMS) dan diukur dengan tahun dasar 1986-1988 untuk selanjutnya
dikurangi.9
Table 2. Tarif ikat (bound) dan aplikasi (applied) pada produk-produk tertentu
Produk

Bound tariff s (%)

Applied tariffs <%)

Beras

160

Rp. 430

Gula

95

Rp. 700

Kedete

27

0

Gandum

IS

0

Kacangtanah

40

5

Produk susu

210

5

Daging

50

5

Keterangan:
1. Sumber: Sawit, H. 2005. Perum Bulog dalam perjanjian peitanian WTO Bulog.
2. Tarif dalam bcntuk ad valorem atau spesifik

Hanya sedikit instrumen yang dapat diinanfaatkan Indonesia
sebagai alat kebijakan perdagangan internasional produk-produk
pertanian dari aturan-aturan hasil Putaran Uruguay diantaranya
adalah tarif (lihat Tabel 2).10 Indonesia sebagainiana kebanyakan
negara berkembang lainnya meniiliki kapasitas yang rendah
dibanding negara niaju dalam hal kemampuan berunding termasuk
9 Negara dapat mensubsidi peitanian dan tidak masuk kategori
pengurangan pada kategori Amber box, jika tidak melebihi 5 % mlai produksi
bagi negara niaju, dan 10 % bagi negara berkembang, Pengurangan untuk negara
niaju sebesar 20 % sebelum tehun 2000 dan 13.3 % untuk negara berkembang
sebelum 2004.
10 Liberalisasi unilateral yang dilakukan Indonesia menghasilkan tarif
aplikasi pada produk pertanian yang sangat rendah, yaitu sekitar 8 %, sehingga
"tariff water" nya sangat besar dibanding terif ikat {bound tariff). Situasi ini
sering menjadi penyulit bagi Indonesia dalam perundingan Hberalisasi baik dalam
kerangka multilateral maupun preferensial.
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dalam hal perumusan posisi. Posisi awal dari instrumen kebijakan
ekonomi Indonesia sendiri yang tidak lebih kompleks daripada
negara tnaju menjadi alasan lain keterbatasan tersebut.
B.2 Penmdingan Reformasi Aturan dalam Putaran Doha
Dengan mengacu pada Artikel 20 URAA, negara anggota
WTO sepakat untuk melanjutkan proses reformasi aturan
perdagangan sektor pertanian. Perundingan untuk mewujudkan
harapan tersebut ternyata tidak rnudah dan sarnpai tulisan ini dibuat
beium ada keputusan menyelurwh dan final tentang agenda
reformasi tersebut Beberapa faktor yang menjadi iatar belakang
sulitnya usaha-usaha perumusan agenda reformasi antara lain: (1)
kompieksitas isu-isu penmdingan; (2) penguatan tuntutan negara
anggota dengan ragam kepentingan; (3) peningkatan jumlah
keanggotaan WTO; dan (4) peningkataa partisipasi publik.
Pada 2001 di Doha, Qatar, para Menteri sepakat atas putaran
baru perundingan atas keputusan-keputusan yang disebut sebagai
Agenda Peinbangunan Doha (Doha Development Agenda atau
DDA}. Pada awalnya, harapan negara berkembang rnelaiui Agenda
ini adalah adanya keseimbangan pemanfaatan proses keterbukaan
pasar yang iebih memihak pada mereka, Hal ini didasarkan atas
realitas aturan-aturan hasil URAA lebih diroanfaatkan untuk
kepentingan negara-negara rnaju. Tujuan keseluruhan dari Agenda
adalah:
"Fundamental reform encarnpas&ieig strengthened rules and specific
commitments on support and protection in order to correct and prevent
restrictions and distortions in world agricultural market so as to
establish afair and market-oriented trading system ".

Secara khusus, Artikel 13 dan 14 dari Agenda berisi tentang
tugas lebih lanjut dan reforrnasi aturan multilateral sekor pertanian
untuk penciptaan sistern perdagangan berorientasi pasar dan adil
dengan pendisiplinan dari pendtstorsian pasar dunia. Hal ini
dilakukan melalui penjngkatan substansial pada Akses Pasar,
penghitangan segala bentuk subsidi ekspor dan pengurangan
subtansial bantuan domestik yang mendistorsi. Artikel-artikel
Volume 4 Nainor 2 April 2007
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tersebut selanjutnya menekankan bahwa perlakuan khusus dan
berbeda bagi negara berkembang (special & differential treatmentSOT) haruslah menjadi bagian menyeluruh dari seiurub elenien
kesepakatan dan dapat digunakan secara efektif sehingga mereka
dapat memasukkan kebutuhan-kebutuhan pembangunan termasuk
ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan.
Negara berkembang menaruh harapan yang besar atas
perumusan aturan perdagangan di bidang pertanian yang seimbang
dengan mendasarkan pada DDA melalui sistem perdagangan yang
adil ini sehingga negara berkembang dapat memanfaatkan
liberalisasi perdagangan untuk kepentingan pembangunan. Hal ini
terutama didasarkan atas pengalaman aturan-aturan perdagangan
yang disepakati pada putaran-putaran sebelumnya Jebih banyak
dapat dinianfaatkan oleh negara inaju secara kolektif dengan
kelakuan tnerkantilis.11 Oleh karena itu, tantangan penjabaran DDA
menjadi aturan terukur (modalities) yaitu jika diciptakan suatu
perdagangan yang dapat menggali potensi perdagangan global yang
dapat mempercepat pertumbuhan ekonorni dan penciptaan lapangan
kerja bersarnaan dengan keluwesan (flexibility) rnengantisipasi
dengan kenyataan penghilangan lapangan kerja yang disebabkan
oleh proses tersebut (Polaski, 2006).
Sayangnya, proses perumusan rnodalitas dari DDA berjalan
larnbat bahkan dengan indikasi rnenyimpang dari keinginan negara
berkembang. Polaski (2006) mengamati bahwa pemain-pemain
kaya mernberikan perhatian kecil pada Agenda dan membelokkan
arah perundingan dengan prioritas tradisional mereka untuk
mendapatkan keuntungan bagi perusahaan dan sektor
kompetitifiiya. Posisi ini boJeh jadi menjadi alasan dalarn
penundaan serta kegagalan dalarn penyeiesaian Putaran Doha
seperti penolakkan Harbinson Text dan kegagalan Perternuan
Tingkat Menteri di Cancun, Mexico 2003. Selanjutnya, hasil yang
dicapai dalarn Perternuan Dewan Urnurn (General Council) di

" Kelakuan merkantiiis {mercantilist behavior) adalah sikap agresif datain
pembukaan pasar ekonomi lain natnun sangat proteksionis terhadap pasar
domestiknya baik pada produk yang sama niaupun lintas produk.
490
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Jenewa 2004,12 serta Pertemuan Tingkat Menteri 2005 di Hong
fCong sangat terbatas dan belum mampu rnengarah kepada
fCesepakatan Final.
Peran negara berkembang yang meningkat dalam
memperjuangkan posisinya dalam Putaran Doha boleh jadi menjadi
faktor penyumbang alotnya jaian perundingan. Konsolidasi dalam
kelompok-kelompok merupakan strategi yang efektif termasuk
datam perumusan posisi bersama. Indonesia meniperjuangkan
posisinya dalam perundingan DDA bidang pertanian diantara
melalui beberapa kelompok yaitu Cairns Group 3, G-2014, dan G33i5. Poiaske (2005) menyatakan bahwa G-20 and G-33 memainkan
peran penting dalam mengkoreksi ketidakseimbangan dalam
perundingan yang ttdak memihak posisi negara berkembang.
B.3. Posisi Indonesia daiam Perumusan Modalitas DDA
Peran Indonesia dalam perundingan Putaran Doha bidang
pertanian
dapat
dinaiai aktif dan memberikan kontribusi yang
positif
t
t
*
^^ *
bagi negara berkembang lainnya. Strategi perjuangan posisi tnelalui
kelompok perunding yaitu posisi pada ketiga pilar diperjuangkan
melalui G-20 dan Cairns Group. Indonesia inenginginkan
pendisiplinan ukuraa tarif serta pengurangan tarif yang substansial
yang digunakan negara maju. Dilain pihak, Indonesia sangat sensitif
dengan pengurangan yang drastis pada tingkat tarifhya dan hai ini
dilandaskan oleh kenyataan bahwa instrumen yang tersedia bagi
12 WaEaupim tidak meniuaskan bagi Negara berkembang, Anggota sepakat
menentna Kerangka (disebut July Framework} untuk penyusunan modalitas
DDA.
t3 Cairns Group merupakan kelompok negara-negara pengekspor hasii
pertanian yang terbentuk pada Putaran Uruguay, GATT dan dikoordintr oleh
Australia.
14 G 20 adalah kelompok negara berkembang yang dikoordinir oleh BrasU
yang rncmpcrjuangkan posisi negara berkembang untuk posisi yang
komprehensif.
15 G 33, awalnya disebut sebagai SP & SSM Alliance^ dibentuk pada
September 2003, pada kesetnpatan Pertemuan di Cancun. Indonesia merupakan
Coordinator Keiompok ini dan saat ini anggotanya berjurnlah 46 negara
berkembang.
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kebijakan perdagangan sangat terbatas. Indonesia juga
menginginkan pengurangan yang besar subsidi yang bersifat
distort if serta pendisiplinan pcnggunaan subsidi lainnya.
Indonesia inelalui G-33 berhasil mengusulkan suatu kerangka
Konsep Special Products dan Special Sagfeguard Mechanism
(SSM) bagi negara berkembang pada Pertemuan Dewan Umum
WTO 2004 dan pada Pertemuan Menteri WTO di Hong Kong,
2005. Konsep ini merupakan penjabaran S&D untuk niewujudkan
kebutuhan pembangunan (development needs} bagi negara
berkembang seperti ketahanan pangan (food security), dan
penibangunan pedesaan (rural development). Konsep 3? adalah
fleksibilitas dalam hal tingkat penurunan tarif sedangkan SSM
dimaksud sebagai instrunien untuk menjaga kinerja produk
peitanian dan gejolak inipor (import surge) dan harga yang
diakibatkan oleh inipor.
C. Kesepakatan preferensial perdagaagaa
Peningkatan kesepakatan perdagangan bebas (Free trade
agreements, FTAs) merupakan penampakkan yang muncul sejaian
dengan dijalankannya sistem perdagangan multilateral Bahkan,
diduga peningkatan ini timbul bersamaan dengan lambatnya proses
finalisasi DDA yang dipicu dengan kegagalan Pertemuan Tingkat
Menteri WTO di Cancun, 2003. Indonesia telah sepakat
perdagangan lebih bebas dibawah kerangka FTAs dengan anggota
ASEAN lainnya (ASEAN Free Trade Area, AFTA yang
ditandatangani pada 1992), dengan China dan Korea melalizi
ASEAN dan secara bilateral dengan Jepang raelalui Economic
Partnership Agreement (EPA).
Sebagaimana dalam penzndingan tingkat multilateral,
peitanian merupakan isu sensitif daiam setiap pembicaraan
kesepakatan FTA. Pertama, tidak seniua negara menginginkan
liberalisasi menyeluruh dalam bidang peitanian dan bahkan
beberapa negara mengklasifikasikan pertanian sebagai sektor
sensitif dan bukan hanya pada tingkat produk. Sebagai akibat
kesepakatan dibidang pertanian terbatas dan tidak memadai bagi
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oartaer, terutama negara berkembang. Kedua, dilain pihak,
beberapa negara yang agresif dalarn posisi permintaan pembukaan
akses pasar pada perundingazi multilateral, menjalankars posisi yang
sarna pada tingkat FTAs sehingga menyulitkan posisi Indonesia
vang ing"1 membatasi beberapa produk pertaniannya niasuk dalarn
skema liberaiisasi lebih lanjut. Ketiga, liberaiisasi sektor peitanian
hanya terbatas pada sisi akses pasar namun tidak dilakukan pada isu
seperti subsidi yang mendistorsi produksi dan perdagangan.
Kesepakatan FTA dengan Jepang dan Korea dianggap tidak
optimal bagi posisi Indonesia dalam sektor pertanian. Indonesia
sebagai aegara berkembang yang mengandalkan sektor pertanian
dalam kegiatan perdagangan mendapatkan komitmen terbatas
karena kedua negara bersikukuh meminta perlakuan pertanian
sebagai sektor sensitif. Kesepakatan dalam kerja sama
(cooperation) sebagai kompensasi atas keterbatasan komitmen pada
akses pasar saagat tidak menguntungkan karena ketidakpastian dan
pada bakekatnya kompensasi tersebut sudah membelokkan
penger£ian liberaiisasi itu sendiri.
IV. FrospEk psEts^k^ Ir?;do3?.es^ daEam era liberalisasi
A. KcKerja psrdsgacsgsR pr^d^ak pertsnian
Pengaruh iiberalisasi psrdagangan pada sektor pertanian di
Indonesia sejauh mi secara agregat ditunjukJkan dengan gambsiran
yang seimbang yaitu kenaikkan nilai ekspor bersamaan dengan
kenaikkan nilai impor. Kenaikkaa nilai ekspor yang signifikan
produk pertanian Indonesia masih didominasi oleh produk ungguian
tradisonal yaitu komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, karet
dan minyak sawit dengan niiai hampir 85% dari total nilai ekspor
produk pertanian. Bahkan diantara komoditas tersebut, tingkat
kenaikkan minyak sawit sangat dominan dengan kenaikkan empat
kali lipat dari 1996 ke 2005 dengan niiai yang besar,
Impor produk pertanian tetap didominasi oleh produk susu
dan oiahannya, sereaiia seperti beras dan kedelai, guia dan makanan
olahan. Walaupun produk ini penting dalam konsumsi dan dapat
meoiainkan peran penting datam stabilisasi harga, mereka dapat
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menjadi substitusi bersaing dengan produk
difoudidayakan oleh banyak petani kecil dan rniskin.

lokal

yang

Kenaikkan kesejahteraan (welfare increase) empiris heium
dapat diniiai berdasarkan ukuran-ukuran tersebut di atas. Kenaikkan
nilai impor yang diharapkan karena penurunan harga sebagai akibat
peayesuaian harga internasional dapat disebabkan oleh kenaikkan
pendapatan per-kapita dan dikombinasikan dengan penurunan
produksi dalani negeri. Seianjutnya, kenaikkan ekspor sendiri yang
seharusnya disebabkan oleh penurunan hambatan impor negara
partner dapat disebabkan oleh kenaikkan harga internasional
daripada kenaikkan ailai kuantitas prodiak ataa kenaikkan
permintaannya. Ketidakstabilan Rupiah pada masa krisis yang
mengalarni depresiasi juga menjadi faktor yang niempengaruhi nilai
ekspor produk pertanian daripada akibat pembukaan pasar
internasional.
Dainpak negatif kenaikkan impor produk-produk pertanian
terhadap kinerja pertanian akibat pembukaan pasar di Indonesia
tidak besar (modest) dibanding dengan dainpak yang dialami
beberapa negara berkentbang lainnya. Seteiah kesepakatan NAFTA,
Meksiko dapat melipatgandakan ekspor buah-buahan dan sayuran
ke Amerika Serikat, namun pendapatan tersebut dikoinpensasi
dengan banjir impor bijt-bjian dan dibayar dengan kenaikkan
iingkat kemiskinan di daerah selatannya (Resurgence, 2005).
Seianjutnya melalui liberalisasi perdagangan, hampir 99%
penyediaan kedele melalui impor dan budidaya gandum berkurang
menjadi setengahnya Adapun tingkat ketergantungan produk
pangan yaitu beras dan ternak menjadi 80% dan 30%.
JB. Manajcmen liberalisasi perdagangan bidaag pertanian
Sikap proteksionis atau merkantilis pada perdagangan
internasional produk pertanian mungkin tidak menguntungkan
posisi Indonesia. Teori dan pengalaman empiris merupakan
referensi yang niengajarkan bahwa sistern ekonomi yang
berorientasi pasar adalah terbaik untuk efisiensi ekonomi teraiasuk
pada sektor pertanian. Dilatn pihak, menyerahkan kinerja pertanian
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sepenuhnya pada mekanisme pasar adalah tidak tepat mengingat
sistern pasar yang beluni favorable serta aturan-aturan perdagangan
yang tersedia beium mernadai. Oleh karena itu, Stiglitz dan
Charlton menyarankan kombinasi liberalises! berkelanjutan dan
intervensi kebijakan merupakan strategi yang perlu dijalankan oleh
negara berkembang daiam pembangunan sektor pertaniannya.16
Pemerintah Indonesia, sejak 2002, meinutuskan untuk
menjaiankan Kebijakan proteksi dan promosi dalam manajemen
perdagangan internasional produk-produk pertanian. Kebijakan ini
menggariskan tujuannya dalam peningkatan produktivitas serta
efisiensi seiain peningkatan kualitas dan standardisasi. Pada saat
yang bersamaan, tujuan kebijakan ini adalah melindungi pertanian,
dari pengaruh negatif perdagangan internasional. Arab kebijakan im
dianggap sebagai penyeimbang atau dikatakan sebagai koreksi dari
sikap liberal isasi pribadi {unilateral liberalising) yang intensif
dijalankan sebelum tahun 2000-an.
Kebijakan proteksi dan promosi dapat dipahami secara
beragam oleh ekonorn, pemerhati dan praktisi dalam bidang
pertanian dan perdagangan. Bagi pihak yang condong pada sistem
perdagangan bebas akan beranggapan bahwa kebijakan ini
berpotensi sebagai proteksionis. Hal ini didukung dengan suatu
anggapan bahwa instansi teknis pemerintah seperti pertanian dan
industri bersifat protektif pada sektor yang mereka bina dan
lembaga-lembaga ini dianggap sebagai partner oposisi bagi
departemen-departemen
yang
mernpromosikan
liberalisasi
perdagangan seperti Departernen Perdagangan dan Keuangan.
Departemen Pertanian dianggap sangat sensitif terhadap usahausaha pembukaan pasar terhadap pasar internasional dan ini dinilai
dari diantaranya usulan-usulan penaikkan tarif bagi produk beras
dan guia serta jeruk. Selanjutnya, dalam penysunan serta perjuangan
posisi daiam perundingan perdagangan bebas tingkat multilateral
serta regional, Departemen Pertanian dinilai sangat enggan dalam
perurnusan penurunan hambatan impor.

16 Argumentasi ketidaksempurnaan pasar negara berkembang (market
imperfection) tenitama dalam asuransi dan kredk tnenjadi dasar pandangan ini.
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V. Penutup
Pertanian berevolusi sebagai titik awal diferensiasi sektor
ekonomi pada negara maju dan mendukung peitumbuhan dan
penguatan sektor-sektor tersebut Pada perkembangannya pertanian
negara tersebut saat ini tidak rnereduksi menjadi sektor yang
meredup bahkan dipeliKara menjadi sektor yang bergengsi
walaupun kontribusinya secara ekonomi kecil.
Dilain pihak, pertanian di negara berkembang dipaksa untuk
tidak inengikuti evolusi tersebut yang walaupun sumbangan
ekonominya besar namun kinerjanya dilemahkaa baik karena
kebijakan ekonomi dalam negeri maupun kebijakan perdagangan
internasional yang distortif.
Sebagai akibat pertanian menjadi sektor yang sensitif dalam
setiap perundingan, liberalisasi perdagangan baik pada tingkat
multilateral rnaupun tingkat regional atau bilateral. Pihak negara
maju yang protektif selalu memajukan posisi yang mengbambat
usaha-usaha liberalisasi perdagangan produk pertanian. Beberapa
negara maju tersebut bersikap parsial yaitu protektif dibanyak
komoditas namun sangat agres^f pada produk-produk tertentu untuk
nieminta akses pasar internasionai. Negara berkembang terpeeah
posisinya. Kebanyakan mereka menuntut pembukaan akses pasar
produk-produk mereka yang mernang rnemiliki keunggulan
ekonomi. Namun disisi lain, kebanyakan negara berkembang
rnerasa terancam dengan kesepakatan-kesepakatan yang tidak
memihak posisi mereka sebingga terlihat enggan dalam usaha-usaha
Hberalisasi yang dianggap manipulatif.
Indonesia seharusnya mernperjuangkan perumusan aturan
perdagangan internasional yang berorientasi pasar namun adil.
Kebijakan proteksi dan promosi yang dianut saat ini hendaknya
dirumuskan dan dijalankan untuk inemperkuat daya saing sektor
pertanian dalam rangka kesejahteraan petani dan kesebatan
ekonomi nasional. Perjuangan perumusan modalitas SP dan SSM
didukung karena diyakini dapat menciptakan keseimbangan dari
aturan-aturan ada yang tidak bersahabat. Perundingan FTA dengan
negara partner yang setara dan iebih maju hendaknya dimanfatkan
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sebagai peluang dalam promosi pasar serta penguatan kinerja sektor
pertanian bukan sebagai bumper untuk komitmen isu lainnya.
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